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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penerapan diversi, terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat,para penyidik
seharusnya lebih dari penyedia sarana prasarana,penyidik juga menjadi
seorang mediator yang berperan aktif, dalam proses diversi sehingga pihak
anak, korban dan serta masyarakat lainnya dapat merasa terlayani dengan
baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 yang
mengatur mengenai penyidikan. Kasus anak yang berkonflik dengan
hukum tidak diselesaikan melalui sistem peradilan pidana anak, tetapi
diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi, yang lebih menekankan
upaya perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik anak (pelaku dan
korban). Hukuman yang diberikan, tidak seperti hukuman yang diatur
dalam KUHP, melainkan dialihkan (diversi) dalam bentuk hukuman lain,
yang tidak mengganggu kepentingan dan hak si pelaku, misalnya hak
untuk diasuh orang tua, hak atas pendidikan dan lain-lain.

2. Kendala dalam pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok
Baratmasih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang
diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para

pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia
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sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak polres,
dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak
adanya proses diversi yang diupayakan.

B. Saran

1. Penyidik polres dalam melakukan diversi, harus melakukan pembicaraan
awal dengan pihak anak sebagai pelaku, agar bersikap rendah diri
selayaknya pihak yang membutuhkan pertolongan dari pihak korban. Hal
ini diupayakan, agar dalam proses musyawarah pihak korban dapat
menerima segala hal yang berkaitan dengan diversi sehingga musyawarah
dapat terlaksana dengan baik.

2. Polres Lombok Barat harus melakukan pembenahan SDM khususnya
dalam menambah personil yang dapat di ikutkan dalam pelatihan teknis
tentang peradian Anak. Personil yang dilibatkan tidak hanya mereka yang
ditugaskan pada Polres, melainkan juga pada Polsek di wilayah hukum

Lombok Barat.
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